
Menim bang 

WALIKOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA DEPOK 

NOMOR 68 TAHUN 2014 

TENTANG 

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

pemberian lnsentif didasarkan atas kinerja tertentu; 

b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, kinerja tertentu 

merupakan pencapaian target penerimaan Pajak dan 

Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwuJanan dalam 

Peraturan Kepala Daerab; 
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Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan 

W alikota tentang Target Penerimaan Pajak Daerab dan 

Retribusi Daerab Tabun Anggaran 2015; 

1. Undang- Undang Nomor 15 Tabun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerab Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerab Tingkat n Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemba.ran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerab dan Retribusi Daerab (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Norn or 12 Tahun 2011 ten tang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 

menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lem baran 

Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07); 
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11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Keempat Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17); 

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor I I Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 

Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 1  

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2014 Nomor 04); 

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2010 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor O7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 05); 

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2014 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Depok Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2014 Nomor l I); 
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Menetapkan 

MEMU'TUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2015. 

Pasal 1 

Jenis pajak dan retribusi yang dapat dialokasikan insentif 

pemungutan adalah jenis pajak dan retribusi daerah yang 

dipungut pada Tahun Anggaran 2015 sesuai peraturan daerah 

yang berlaku. 

Pasal 2 

(I) Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I melip uti: 

a. Pajak Daerah terdiri dari : 

I. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran; 

3. Pajak Hiburan; 

4. Pajak Reklame; 

5. Pajak Penerangan Jalan; 

6. Pajak Parkir. 

7. Pajak Air Tanah; 

8. BPHTB; 

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBBJ; 

b. Retribusi Jasa Umum terdiri dari : 

• Retribusi Persampahan dan Kebersiban; 

2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 

Mayat; 

3. Retribusi Pelayanan Pasar; 

4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bennotor; 

5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
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Menim bang 

WALIKOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA DEPOK 

NOMOR 68 TAHUN 2014 

TENTANG 

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA DEPOK, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pem berian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu; 

b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, kinerja tertentu 

merupakan pencapaian target penerimaan Pajak dan 

Retribusi yang ditetapkan dslam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dslam 

Peraturan Kepala Daerah; 
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Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan 

Walikota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015; 

I. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat IL Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera.h 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

IO. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 

menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07); 
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1 1 .  Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor I 7 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Keempat Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17); 

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 

Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11  

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2014 Nomor 04); 

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2010 Nomor 07) sebagaimana telah diuba.h dengan 

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 05); 

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2014 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Depok Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2014 Nomor 11); 
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Menetapkan 

MEMU'TUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2015. 

Pasal 1 

Jenis pajak dan retribusi yang dapat dialokasikan insentif 

pemungutan adalah jenis pajak dan retribusi daerah yang 

dipungut pada Tahun Anggaran 2015 sesuai peraturan daerah 

yang berlaku. 

Pasal 2 

(1) Jenis-jenis Pajak Daerab dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I meliputi: 

a. Pajak Daerab terdiri dari : 

I. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran; 

3. Pajak Hiburan; 

4. Pajak Reklame; 

5. Pajak Penerangan Jalan; 

6. Pajak Parkir. 

7. Pajak Air Tanah; 

8. BPHTB; 

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 

b. Retribusi Jasa Umum terdiri dari : 

1. Retnbusi Persampahan dan Kebersihan; 

2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 

Mayat; 

3. Retribusi Pelayanan Pasar; 

4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
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7. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kak:us; 

8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

c. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : 

l. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

2. Retribusi Terminal; 

3. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

4. Retribusi Rumah Potong Hew an; 

d. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari: 

1. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan; 

2. Retribusi lzin Gangguan/ Keramaian; 

3. Retribusi lzin Trayek; 

4. Retribusi lzin Mempekerjakan jakan Tenaga Asing 

(IMTA). 

(2) Mengingat babwa atas pelayanan yang dilaksanakan pada 

Dinas Keaehatsn sudah diberikan insentif dalam bentuk 

Jasa Pelayanan ( Jaspel ) maka tidak diberikan lagi inaentif 

menurut ketentuan ini atas Retribusi Pelayanan Kesehatan 

yang dipungutnya. 

Pasal 3 

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan atas 

kinerja berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah per triwulan menurut jenisnya sebagaimana 

tercantum pada lampiran I, lam piran II, dan lampiran DJ. 

Pasal 4 

Capaian Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sampai dengan triwulan 

IV menggunakan target APBD 2015. 
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Pasal 5 

Pemberian insentif atas capaian target penerimaan pajak 

daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, dibayarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan 

berikutnya. 

Pasal 6 

Apabila ada target penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah per triwulan yang tidak tercapai, insentif untuk triwulan 

tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah 

mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan. 

Pasal 7 

Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% 

(seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuhpuluh lima persen) 

inaentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan aebelumnya 

yang belum di bayarakan. 

Pasal 8 

Dalam hal target penerimaan psjak daerah dan retribusi daerah 

pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan 

inaentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. 

Pasal 9 

Dalam bal target penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau 

terlampaui, pemberian insentif dilakukan pada tahun anggaran 

berikutnya, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
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Pasal 10 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kota Depok. 

Ditetapkan di Depok 

pada tanggal 30 Desember 2014 

H. NUR MAHMUDI ISMAIL 

Diundangkan di Depok 

pada tanggal 30 Desember 2014 

SEKRETARI DAERAH KOTA DEPOK, 

Hj. 'AHATI 

DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014 NOMOR 69 
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